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ABSTRAK 

Dini Awwalia. Kesadaran Hukum Produsen Kerupuk Terhadap Sertifikasi Halal 

di Kota Banjarmasin. Skripsi, Pembimbing Prof. Dr., Muhammad Fahmi 

Al Amruzi, M. Hum, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 

(Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024. 
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Abstrak 

Indonesia, sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, 

memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kehalalan produk makanan 

yang beredar di masyarakat. Meskipun sertifikasi halal diwajibkan oleh Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), kesadaran 

hukum di kalangan produsen kerupuk di Kota Banjarmasin masih tergolong 

rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum 

produsen terkait kewajiban sertifikasi halal dan faktor-faktor yang memengaruhi 

implementasinya. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi elemen penting 

untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan kepercayaan konsumen terhadap 

produk. 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis 

dengan jenis penelitian hukum empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara 

dan analisis literatur. Penelitian dilakukan terhadap tujuh produsen kerupuk di 

Kota Banjarmasin, dengan fokus pada indikator kesadaran hukum seperti 

pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum terhadap peraturan 

sertifikasi halal. 

Hasil penemuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas 

produsen tidak memahami kewajiban hukum terkait sertifikasi halal, terutama 

dalam hal proses pendaftaran dan manfaatnya. Faktor utama yang menghambat 

adalah edukasi pentingnya sertifikasi halal dan sosialisasi, serta keterbatasan 

biaya, kurangnya pemahaman tentang prosedur, serta anggapan bahwa produk 

mereka sudah aman tanpa sertifikasi. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum 

produsen kerupuk terhadap sertifikasi halal di Kota Banjarmasin masih rendah, 

memerlukan upaya edukasi dan sosialisasi intensif oleh pihak berwenang untuk 

meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ini. 

 

 


